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RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

1. PENDAFTARAN ANAK 
BERKEWARGANEGARAAN GANDA 
(ABG) DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN 
(affidavit);

2. PENYAMPAIAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN ;

3. PERMOHONAN SURAT KETERANGAN 
KEIMIGRASIAN (SKIM).
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DASAR :

I. Pasal  59 PP NO.  2 TAHUN 2007 
(1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib

didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia

yang wilayah kerjanyameliputi tempat tinggal anak.

(2) Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas

sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Menteri.

II. Permenkumham No. 22 TAHUN 2012
Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau walI

III. SE No. IMI.1977.GR.01.05 TAHUN 2012
Melaksanakan pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang          

memiliki paspor asing dalam bentuk lembaran dengan format dan register sebagaimana yang 

dilaksanakan selama ini sampai dengan penerbitan Fasilitas Keimigrasian dalam bentuk kartu

terlaksana
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Siapakah Warga Negara Indonesia ?

Siapakah anak warga negara ganda?
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Warga Negara Indonesia

Warga negara Indonesia adalah :

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik
Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga NegaraIndonesia;

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorangayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;6

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang
sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah
Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan
belas) tahun atau belum kawin;

i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah
dan ibunya;

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan
atau tidak diketahui keberadaannya;

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia
yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak
yang bersangkutan;

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau
ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

6Ps. 4 UU No. 12 Th 2006



Warga Negara Indonesia 

1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan

yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum

kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang

berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga

Negara Indonesia.

2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima)

tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara

asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui

sebagai Warga Negara Indonesia.
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Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan
perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. ( Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) UU 23 Tahun 2006)

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari Lingkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang
tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. ( Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) UU 23 Tahun 2006)

Ps 5 UU No. 12 tahun 2006



Subjek Ganda Terbatas

(Pasal 4 huruf c, d, h, l

dan Pasal 5 Undang-

undang No. 12 Tahun 2006

Pasal 4c

Ayah Warga Negara Indonesia, Ibu Warga 

Negara Asing

Pasal 4d

Ayah Warga Negara Asing, Ibu Warga Negara 

Indonesia

Pasal 4h

Anak Luar Kawin Ibu Warga Negara Asing 

dan diakui oleh Ayahnya Warga Negara 

Indonesia

Pasal 4l

Anak yang dilahirkan di luar wilayah 

Repubik Indonesia yang menganut asas Ius 

Soli dari ayah/Ibu Warga Negara Indonesia

Pasal 5(1)

Anak Luar Kawin Ibu Warga Negara 

Indonesia dan diakui oleh Ayahnya Warga 

Negara Asing

Pasal 5(2)

Anak Warga Negara Indonesia dibawah usia 

5 tahun diangkat/diadopsi oleh Warga 

Negara Asing

Subjek ABG



 Dalam hal status Kewarganegaraan Republik

Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan

Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan

ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun

atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan

memilih salah satu kewarganegaraannya.

 Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan

disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) 

tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun

atau sudah kawin.

Anak berkewarganegaraan ganda

9Ps 6    UU No. 12 Tahun 2006



Anak yang berpotensi menjadi anak berkewarganegaraan ganda selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia 

(1) Anak yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun atau belum
kawin, berada dan bertempat tinggal
di wilayah negara Republik Indonesia,
dari ayah atau ibu yang memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia
dengan sendirinya
berkewarganegaraan Republik
Indonesia.

(3) Dalam hal anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
memperoleh kewarganegaraan ganda,
anak tersebut harus menyatakan
memilih salah satu
kewarganegaraannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.

2) Anak warga negara asing yang
belum berusia 5 (lima) tahun yang
diangkat secara sah menurut
penetapan pengadilan sebagai anak
oleh Warga Negara Indonesia
memperoleh Kewarganegaraan
Republik Indonesia.

Pasal 21
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Anak yang berpotensi menjadi anak berkewarganegaraan ganda selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

(1) Kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia ayah tidak
dengan sendirinya berlaku
terhadap anaknya sampai anak
tersebut berusia 18 tahun atau
sudah kawin.

Ada kemungkinan setelah ayah 
kehilangan WNI menjadi WNA, anaknya
ikut kewargangeraan ayah.

(2) Kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia ibu tidak
dengan sendirinya berlaku
terhadap anaknya sampai anak
tersebut berusia 18 tahun atau
sudah kawin

(3) Kehilangan kewarganegaraan
Republik Indonesia bagi seorang
ibu yang putus perkawinannya
tidak dengan sendirinya berlaku
terhadap anaknya sampai anak
tersebut berusia 18 tahun atau
sudah kawin.

Ada kemungkinan anak menjadi asing karena ikut ibu; 

menuruti kewarganegaraan ibunya.

(4) Dalam hal status kewarganegaraan
republik Indonesia terhadap anak
sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, 3
berakibat anak
berkewarganegaraan ganda,
setelah berusia 18 tahun atau sudah
kawin harus menyatakan memilih

Pasal 25
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Anak yang berpotensi menjadi anak berkewarganegaraan ganda selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

12

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau
diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum
berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri
kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik
Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-
Undang ini diundangkan.

TELAH KADALUARSA

Pasal 41



TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

• Pendaftaran di Wilayah Indonesia diajukan kepada

Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal Anak Berkewarganegaraan

Ganda.

• Pendaftaran di luar Wilayah Indonesia diajukan

kepada :

a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau

b. Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri,

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

Anak Berkewarganegaraan Ganda
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TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN 
GANDA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda 
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
yang memuat paling sedikit :

a. nama lengkap Anak Berkewarganegaraan   
Ganda;

b. tempat/tanggal lahir;

c. jenis kelamin;

d. Alamat

e. nama orang tua;

f. kewarganegaraan orang tua; dan

g. status perkawinan orang tua.
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TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN 
GANDA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012

PERSYARATAN :

Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir serta

melampirkan dokumen asli dan fotokopi:

a. akta kelahiran anak;

b. akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang

tua;

c. paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;

d. paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang

tidak memiliki paspor kebangsaaan asing; dan

e. pasfoto Anak Berkewarganegaraan Ganda terbaru

berwarna berukuran4 x 6 cm sebanyak 4 (empat)

lembar.
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TATA CARA PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN 
GANDA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012

Anak Berkewarganegaraan Ganda yang memiliki

paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran,

juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan

atau endorsment paspor biasa.
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2. FASILITAS KEIMIGRASIAN (affidavit)
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TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

Setiap Anak Berkewarganegaraan Ganda yang 

memiliki Paspor kebangsaan asing dapat diberikan 

Fasilitas Keimigrasian berdasarkan permohonan 

berupa :

a. pembebasan dari kewajiban memiliki visa;

b. pembebasan dari kewajiban memiliki izin

keimigrasian dan izin masuk kembali; dan

c. pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang

diperlakukan sebagaiamana layaknya Warga

Negara Indonesia.
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TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (affidavit)
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

TEMPAT   PERMOHONAN :

a. di wilayah Indonesia :

Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 

Anak Berkewarganegaraan Ganda

b. di luar wilayah Indonesia :

Kepala Perwakilan Republik Indonesia; atau  

Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri.

PERSYARATAN :

Mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi :

a. paspor kebangsaan asing Anak Berkewarganegaraan Ganda; dan

b. bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda.
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TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

• Anak Berkewarganegaraan Ganda yang

memperoleh Fasilitas Keimigrasian harus

menggunakan paspor yang sama pada saat

masuk dan keluar wilayah Indonesia.

• Anak Berkewarganegaraan Ganda yang belum

menentukan pililhan kewarganegaraan dan

belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat

diberikan paspor biasa yang berlaku sampai

Anak Berkewarganegaraan Ganda berusia 21

(dua puluh satu) tahun.
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TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

• Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah
memperoleh paspor biasa sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini harus melakukan pendaftaran berdasarkan
Peraturan Menteri ini paling lama sebelum Anak
Berkewarganegaraan Ganda berusia 18 (delapan belas)
tahun atau belum kawin.

• Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah
memperoleh Fasilitas Keimigrasian sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini harus melakukan penggantian
dokumen Fasilitas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi,
Kantor Perwakilan Republik Indonesia, atau tempat lain
yang ditentukan oleh Menteri paling lama sebelum Anak
Berkewarganegaraan Ganda berusia 18 (delapan belas)
tahun atau belum kawin.

(di Kantor Imigrasi yang telah tersedia perangkat cetak affidavit) 
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TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2012

Pada saat Peraturan Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2012 mulai berlaku, Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.80-HL.04.10 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan
Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai
Warga Negara Indonesia yang
Berkewarganegaraan Ganda, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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CONTOH AFFIDAVID BENTUK KARTU 

berdasarkan Permenkumham RI No. 22 Tahun 2012
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CONTOH AFFIDAVIT BENTUK LEMBARAN 

KETERANGAN
No. Register : 1G1………

Nama : (P/L)
Nomor Paspor :
Tempat/Tanggal Lahir :
Nama Orang Tua :
Ayah :
Ibu :
Alamat :

adalah Subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan pasal 5 Undang–Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

……………………..,  …………………..
Kepala Perwakilan Republik Indonesia

(………………………………………)
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KANTOR IMIGRASI YANG DAPAT MELAYANI 
PERMOHONAN FASILITAS KEIMIGRASIAN (AFFIDAVIT)
BENTUK KARTU
1. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;

2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam;

3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan;

4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan;

5. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai;

6. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta;

7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya; 

8. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ambon; 

9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan;

10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh;

11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung;

12. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandung;

13. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar;

14. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat;

15. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur;

16. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara;

17. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura;

18. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang;

19. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar;

20. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang;

21. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado;

22. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram;

23. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palembangr;

24. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru;

25. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Polonia;

26. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontiana

27. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda;

28. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang;

29. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Serang;

30. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta

31. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang;

32. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak;

33. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Pinang;

34. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta;

35. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Belawan;

36. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Bogor;

37. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap;

38. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon

39. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Depok;

40. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Dumai;

41. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Karawang;

42. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal

43. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim;

44. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pati;

45. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sampit;

46. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Siak;

47. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sumbawa Besar;

48. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura;

49. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tobelo;

50. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Putusibau;

51. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Wakatobi;

52. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Banggai;

53. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Baubau;

54. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Bekasi;

55. Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Kotamobagu;
•
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3. PENYAMPAIAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN
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TATA CARA PENYAMPAIAN MEMILIH
KEWARGANEGARAAN

PERMENKUMHAM NO. M.HH-19.AH.10.01 TH 2011

Tata Cara Penyampaian Memilih Kewarganegaraan

adalah pernyataan untuk memilih salah satu

kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan

ganda sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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TATA CARA PENYAMPAIAN MEMILIH 
KEWARGANEGARAAN

PERMENKUMHAM NO. M.HH-19.AH.10.01 TH 2011

• ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA REPUBLIK INDONESIA

YANG BERUSIA 18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN WAJIB

MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN

• MASA PENYAMPAIAN ADALAH 3 (TIGA) TAHUN SEJAK BERUSIA

18 TAHUN ATAU SUDAH KAWIN

28



TATA CARA PENYAMPAIAN MEMILIH 
KEWARGANEGARAAN

PERMENKUMHAM NO. M.HH-19.AH.10.01 TH 2011

29

DI LUAR WILAYAH REPUBLIK

INDONESIA :

a. Perwakilan RI

b. Tempat lain yang ditunjuk Menteri

DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA :

a. Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM

b. Kantor Imigrasi

TEMPAT



TATA CARA PENYAMPAIAN MEMILIH 
KEWARGANEGARAAN

PERMENKUMHAM NO. M.HH-19.AH.10.01 TH 2011

ANAK WARGANEGARA GANDA YANG 

DIKETAHUI/DIDAPATKAN DI WILAYAH RI BERUSIA 

DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH 

SATU KEWARGANEGARAAN :

• MERUPAKAN WNA (PASAL 65 PP NO. 2 TAHUN 2007)

• DIBERIKAN ITAP BERDASARKAN PERSETUJUAN DIREKTUR

JENDERAL IMIGRASI.

• PENERBITAN ITAP DIKENAKAN BIAYA SESUAI DENGAN

KETENTUAN YANG BERLAKU
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TATA CARA PENYAMPAIAN MEMILIH 
KEWARGANEGARAAN

PERMENKUMHAM NO. M.HH-19.AH.10.01 TH 2011

PEMBERIAN ITAP BAGI ANAK WARGANEGARA GANDA YANG TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH 

SATU KEWARGANEGARAAN

SYARAT :
1. PASPOR KEBANGSAAN

2. PASPOR RI

3. KUTIPAN AKTE KELAHIRAN

4. AFFIDAVIT

5. PETIKAN KEPUTUSAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BAGI YANG LAHIR 
SEBELUM 1 AGUSTUS 2006

6. BERITA ACARA PENDAPAT ATAS HASIL PEMERIKSAAN YANG BERSANGKUTAN
YANG MEMUAT :
 NAMA

 TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR,

 ALAMAT TINGGAL,

 PEKERJAAN,

 STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS,

 KETERANGAN/ALASAN TIDAK MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MEMILIH KEWARGANEGARAAN, DAN

 DASAR PERTIMBANGAN KAKANIM MEREKOMENDASIKAN PENERBITAN ITAP BAGI YANG BERSANGKUTAN
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TATA CARA PENYAMPAIAN MEMILIH 
KEWARGANEGARAAN

PERMENKUMHAM NO. M.HH-19.AH.10.01 TH 2011

ANAK WARGANEGARA GANDA YANG 

DIKETAHUI/DIDAPATKAN DI DI LUAR NEGERI BERUSIA 

DIATAS 21 TAHUN DAN TIDAK/BELUM MEMILIH SALAH 

SATU KEWARGANEGARAAN :

KEPALA PERWAKILAN ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK

HARUS MENCABUT :

• PASPOR,

• AFFIDAVIT DAN ATAU

• PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

TENTANG KEWARGANEGARAAN RI
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• 4. SURAT KETERANGAN KEIMIGRSIAN (SKIM)
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SKIM
Peraturan Menteri M.HH-01.14 Tahun 2010

Tanggal 25 Agustus 2010

PERKAWINAN ASING >< WNIASING >< ASING

SUAMI    ISTRI

PEWARGANEGARAAN
Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2006

WNI
PERNYATAAN

Pasal 19 UU No. 12  Tahun 2006

14



DASAR :
1. Pasal 9 dan 19 UU No. 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan RI.

2. Pasal 3 PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Memeproleh, Kehilangan, Pembatalan dan 

Memperoleh kembali Kewarganegaraan RI.

3. Pasal 3 Permenkumham No. M.02-HL.05.06 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Menyampaikan 

Pernyataan untuk Menjadi WNI.

4. Permenkumham No. M.HH-01.GR.01.14 Thn 2010

tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan 

Keimigrasian
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SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 1 No. 1

ADALAH DOKUMEN KEIMIGRASIAN YANG MEMUAT 

KETERANGAN MENGENAI MASA TINGGAL WARGA 

NEGARA ASING DI WILAYAH INDONESIA SELAMA 5 

(LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT ATAU 10 (SEPULUH) 

TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT SEBAGAI SALAH SATU 

PERSYARATAN PERMOHONAN KEWARGANEGARAAN 

REPUBLIK INDONESIA BAIK MELALUI PROSES 

PEWARGANEGARAAN MAUPUN MENYAMPAIKAN 

PERNYATAAN MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
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PEWARGANEGARAAN

PERSYARATAN UMUM :

a. MENGISI FORMULIR YANG DITENTUKAN

b. MENUNJUKKAN ASLI DAN MELAMPIRKAN FOTOCOPY :

i. PASPOR KEBANGSAAN YANG SAH DAN MASIH BERLAKU; DAN

ii. IZIN TINGGAL TETAP YANG SAH DAN MASIH BERLAKU

c. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN SUDAH BERTEMPAT TINGGAL DI 
WILAYAH INDONESIA UNTUK JANGKA WAKTU PALING SINGKAT:

i. 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT; ATAU

ii. 10 (SEPULUH) TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT

d. TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PENCEGAHAN

e. PASFOTO TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH UKURAN 3x4 CM, 2 
LEMBAR DAN 4x6 CM, 4 LEMBAR

f. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWP ); DAN

g. SURAT KUASA BERMATERAI JIKA PENGAJUAN PERMOHONAN DIKUASAKAN

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 3 ayat 1
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PEWARGANEGARAAN

PERSYARATAN KHUSUS :

a. TENAGA KERJA ASING ATAU PIMPINAN TERTINGGI PERUSAHAAN HARUS
MELAMPIRKAN :

i. IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

ii. AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN; DAN

b. PENANAM MODAL HARUS MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN TERAKHIR DARI
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN SURAT IZIN USAHA TETAP

c. ROHANIWAN HARUS MELAMPIR SURAT REKOMENDASI DARI KEMENTERIAN
AGAMA

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 3 ayat 2
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PERNYATAAN MENJADI WNI

PERSYARATAN  :

a. MENGISI FORMULIR YANG DITENTUKAN

b. MENUNJUKKAN ASLI DAN MELAMPIRKAN FOTOCOPY :

i. PASPOR KEBANGSAAN YANG SAH DAN MASIH BERLAKU; DAN

ii. IZIN TINGGAL TETAP YANG SAH DAN MASIH BERLAKU

iii. KUTIPAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN/BUKU NIKAH YANG SAH DAN 
KETERANGAN MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN DARI LEMBAGA YANG 
BERWENANG

c. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN SUDAH BERTEMPAT TINGGAL DI 
WILAYAH INDONESIA UNTUK JANGKA WAKTU PALING SINGKAT:

i. 5 (LIMA) TAHUN BERTURUT-TURUT; ATAU

ii. 10 (SEPULUH) TAHUN TIDAK BERTURUT-TURUT

d. TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PENCEGAHAN

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 4 ayat 1
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PERNYATAAN MENJADI WNI

PERSYARATAN  :

e. PASFOTO TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH UKURAN 3x4 CM, 2 
LEMBAR DAN 4x6 CM, 4 LEMBAR

f. SURAT KUASA BERMATERAI JIKA PENGAJUAN PERMOHONAN DIKUASAKAN; DAN

g. KHUSUS UNTUK PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI WAJIB 
MELAMPIRKAN SURAT TANDA PELAPORAN PERKAWINAN SESUAI DENGAN 
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 4 ayat 1
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GUGUR DAN TIDAK BERLAKU JIKA :

a. IZIN TINGGALNYA HABIS MASA BERLAKU DAN TIDAK DIPERPANJANG

b. MENINGGALKAN WILAYAH INDONESIA DAN TIDAK KEMBALI LAGI MELEBIHI 
MASA BERLAKU IZIN MASUK KEMBALI  YANG DIMILIKINYA

c. ATAS KEMAUAN SENDIRI MENINGGALKAN WILAYAH INDONESIA UNTUK TIDAK 

KEMBALI LAGI

d. MENDAPATKAN KEPUTUSAN PERCERAIAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP 
BAGI :

i. WNA YANG SEDANG MENYAMPAIKAN PERNYATAAN MENJADI WNI; ATAU

ii. WNA YANG SEDANG MENGAJUKAN PEWARGANEGARAAN YANG STATUS 

IZIN TINGGAL TETAPNYA DIPEROLEH KARENA PENYATUAN KELUARGA

e. MENDAPATKAN KEPUTUSAN PENCEGAHAN ATAU PENANGKALAN

f. DIKENAKAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN; ATAU

g. MENINGGAL DUNIA

SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN

Pasal 10
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SKIM
Peraturan Menteri M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010

Tanggal 25 Agustus 2010

PERNYATAAN
(Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006)

PEWARGANEGARAAN
(Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006)

• Syarat Pokok

1. Paspor Kebangsaan yang masih berlaku

2. ITAP yang masih berlaku

3. Masa tinggal : a. 5 tahun berturut-turut

b. 10 tahun tidak berturut-turut

4. NPWP

• Syarat Tambahan bagi Tenaga Kerja Asing

1. IMTA

2. Akte Pendirian Perusahaan

3. Tanda Daftar Perusahaan

• Syarat tambahan bagi Investor

1. Surat Rekomendasi dari BKPM

2. Surat Izin Usaha Tetap

• Syarat Tambahan bagi rohaniawan

Rekomendasi Kementerian Agama

 Syarat

1. Paspor kebangsaan yang masih berlaku

2. ITAS/ITAP yang masih berlaku

3. Masa tinggal : a. 5 tahun berturut-turut

b. 10 tahun tidak berturut-turut

1. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah yang 
sah

2. Keterangan masih terikat dalam perkawinan
dari lurah

Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi

No. IMI-IZ.02.10-1358 tanggal 21 Maret 2012

tentang Pengajuan Persetujuan Permohonan Alih

Status Izin Tinggal dan Surat Keterangan

Keimigrasian
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Terima Kasih
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